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Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas
Hukum Universitas Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan
dan metode penelitian lapangan. Lembaga jaminan merupakan sarana utama untuk menunjang kelancaran
kegiatan ekonomi suatu negara. Fiducia Eigendoms Overdracht atau lazimnya disebut Fiducia merupakan
salah satu lembaga jaminan yang lahir dan berkembang melalui yurisprudensi dan telah mendapat tempat
dalam praktek perbankan di Indonesia. KUH Perdata tidak memuat peraturan tentang lembagaini. Namun
sebagai suatu lembaga hukum yang semula berasal dari hukum perdata barat, eksistensi dan
perkembangannya dapat dikaitkan dengan aturan yang dimuat dalam KUH Perdata, khususnya lembaga
hukum jaminan. Oleh karenaitu ketentuan Gadai dan Hipotik dapat diterapkan secara analogis pada fiducia.
Sampai saat ini lembaga Fiducia belum di bakukan kedalam perundang-undangan tersendiri, sehingga dalam
perkembangannya menghadapi masal ah-masalah dalam praktek pelaksanaannya. Antaralain soal eksekus,
fiducia atas bangunan dan fiducia ulang. Sering dijumpai putusan-putusan Mahkamah Agung yang saling
bertentangan satu dengan lainnya, sehingga menghambat perkembangan fiducia. Misalnya berdasarkan
keputusan Mahkamah Agung No. 1500k/Sip/1978 kreditur fiducia seperti halnya gadai mempunyai
wewenang untuk melaksanakan parate eksekusi. Akan tetapi putusan lainnya, yaitu keputusan Mahkamah
Agung No. 3201k/Pdt/1984 menentukan dalam kreditur (hipotik) dalam melaksanakan eksekusi harus
dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Untuk itu para pihak yang akan menggunakan lembaga fiducia
sebagai jaminan kredit tidak saja berpedoman pada yurisprudensi, melainkan |ebih mendasarkan aturannya
pada perjanjian yang sebelumnyatelah di sepakati kedua pihak. Sejalan dengan kebutuhan akan kredit yang
semakin meningkat, dalam praktek terbuka kemungkinan untuk menjadikan bahan baku dan barang yang
akan ada menjadi obyek fiducia. Diperlukan kecermatan kreditur dalam membuat isi perjanjian secara
terperinci, dengan memperhatikan aspek kesusilaan dan ketertiban umum sehingga terhindar atau setidaknya
memperkecil resiko kerugian di kemudian hari.
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